BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka kesimpulan
yang dapat diambil adalah Untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu
Bagaimanakah Penyidik dan Penuntut Umum memberikan Perlindungan Hak-
hak Tersangka Perkara pidana dalam tahap Prapenuntutan?. Penyidik dan
Penuntut Umum dalam memberikan perlindungan terhadap hak tersangka
dalam prapenuntutan maka agar berkas perkara itu tidak bolak-balik lebih dari
dua kali dan demi terciptanya kepastian hukum dalam upaya menghormati hak
asasi tersangka dilakukan tindakan hukum yaitupengembalian berkas perkara
dari penuntut umum kepada penyidik tersebut pada umumnya hanya berlaku
sampai tiga kali berdasarkan kepatutan atau berdasarkan konsensus dalam
forum DIJAPOL/MAKEHJAPOL, setelah penuntut umum sebanyak tiga kali
mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dan ternyata menurut
penilaian penuntut umum berkas perkara tersebut masih tetap belum lengkap
maka demi terciptanya kepastian hukum dalam upayanya menghormati hak

asasi tersangka seyogyanya penyidik melakukan tindakan hukum yaitu:
a. Penyidik segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian
Penyidikan (SKPP/Formulir model SERSE A.3.02)

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2)
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KUHAP yaitu: penghentian penyidikan karena tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan
merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi
hukum;atau
b. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Penuntut
Umum bahwa penyidikan tambahan yang dilakukan sudah
optimal/maksimal dan oleh karena itu menyerahkan
tindakan hukum lebih lanjut kepada Penuntut Umum.
Berdasarkan UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Pasal 30
ayat (1) huruf e dibidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaanya dikoordinasikan dengan Penyidik. Apabila penyidik tidak
mampu memenuhi petunjuk jaksa dan hal tesebut menjadikan unsur pidana
menjadi tidak terpenuhi maka penyidik mengeluarkan SP3 (Surat Perintah
Penghentian Penyidikan). Kemudian penyidik segera menerbitkan Surat
Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP/Formulir model SERSE A.3.02).
B. Saran
1. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum maka di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus diatur secara tegas
mengenai batas maksimum berapa kali penuntut umum dapat

mengembalikan berita acara pemeriksaan kepada penyidik.
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2. Bahwa untuk menjamin pemenuan hak-hak tersangka dalam proses
prapenuntutan maka dalam hal pengembalian berita acara pemeriksaan yang
dilakukan penuntut umum kepada penyidik harus memperhatikan asas yaitu
peradilan dilakukan dengan sederhana,cepat dan biaya ringan. Dengan
demikian tersangka atau terdakwa dapat segera dihadapkan dimuka

pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-adilnya.
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / [JIN
070/7928/\/9/2012

Membaca Surat - DEKAN FAK HUKUM UAJY Nomar 4540/
Tanggal 11 September 2012 Perihal . Permohonan ljin Risel

Mengingat 1 Peraturan Pemerintah MNomos 41 Tanun 2006, tentang Perizinan bag Perguruan Tinggr Asing,

Lembaga Peneddian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Crang Asing dalam
melakukan Kegilan Penelitian dan Pengembangan di incanesia,

2 Peraturan Menteri Dalam MNegen MNomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman penyelenggaraan
Penelitan dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negern dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Gubernur Daerab Istmewa Yogyakaria Nomor 37 Tahun 2008, lentang Rincian Tugas dan
Fungsi Saluan Orgamsasi di Lingkungan Sekretanat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyal Daerah.

4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan
Perizinan, Rekomendas| Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian,

dan Studi Lapangan di Daerah |stimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakusar kegiatan sdrvedpanelil an‘pendalaan/pengembangan/pengkajiansiud: lapangan kepada:

+ama 115 MARDEL NIP/NIM 10038
Alamat JL. MRICAN YOG YAKARTA
= Judul . PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM TAHAP PRA
PENUNTUTAN
Lokasi KOTA YOGYAKARTA KataiKab KOTA YOGYAKARTA
Wakiu 26 September 2012 s/d 26 Desermber 2012

Dengan Ketentuan

2.

3

Menyerahkan sural keteranganijn survei/penelitian/pendataan’pengembanganipengkajan/studi lapangan *) dan
Pemerintah Prowinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui instilusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
Menyerahkan soft copy nasil panelitarnya baik kepada Guberrur Daerah Istmewa Yogyakarta melalui Biro
administrasi Pembangunan Setda Prowns: DIY dalam compact disk {CO) maupun mengunggah {upload) melalu
website adbang jogjaprov.go id dan menunjukkan cetakan asi yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi,

ljin i hanya dipergunakan untuk keperluan iImiah, dan pemegang iin wajib mentaal ketentuan yang berlaku di
lokasi kegiatan,

4. ljin peneliian dapat diperpanjang maksimal 2 {dua] kall dengan menunjukkan surat in kempali sebelum barakhir
waklunya setelah mengajukar perpanjangan melalul websile adbang.jogjaprov.ga.d
<5 ljin yang dibenkan capal dopalalkar sewaklu-waklu apanila pemegang qin m bdak memenub kelentuan yang
berlaku
>
Dikeluarkan di Yogyakaria
Paca langgal 26 September 2012
Ao Sekretans Daerah
Asislen Perekonamian dan Pembangunan
Ub.
| g Administras Pembangunan
s N
i Q’ &£
. i3l sE
Tembusan . \
1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laparan), .l
2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perynan ¥ \;& o
3, KA KEJAKSAAN NEGER| YOGYAKARTA “x.j”"”"\h‘fﬁ( P
4. POLTABES YOGYAKARTA e
5 DEKAN FAK HUKUM UAJY

W& Yang Bersangkulan
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KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN
NOMOR : SKET-://0.4.10/Cs/11 2012

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : IS MARDELI

No. Mahasiswa : 10038

Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Alamat : JI. Mrican Yogyakarta

Telah selesai mengadakan penelitian/riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka

penyusunan skripsi yang berjudul :

“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM TAHAP PRA
PENUNTUTAN"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 20 Nopember 2012
“JAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

A2
. A PRAMONO, SH
JAKSA PRATAMA NIP. 19680410 199203 1 002
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT KOTA YOGYAKARTA
Jin.Reksobayan No.1 Yogyakarta 55122

@

SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket / B [2g/ X / 2012 | RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : IS MARDELI

No. Mahasiswa : 090510038

Fakultas : Hukum, Universitas ADMAJAYA Yogyakarta
Program Studi : llmu Hukum

Program Khusus : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Alamat ¢ JIn.Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan
Cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi
guna memperoleh gelar Sarjana (S 1).

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM TAHAP PRA
PENUNTUTAN "

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya




